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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Nomor : W3-A9/27/KU.01/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistim Akuntansi Instansi di tingkat Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( UAKPA/B ) pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu
ditunjuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ( PPSPM ).

b. Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ( PPSPM ) pada
Pengadilan Agama Muara Labuh.

1.  Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 Tahun 2005, tentang Sistim Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2.  Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-24/PB/2006 Tahun 2006, tentang
pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. MA. Sek/210.A/SK/V1/2006 Tahun
2006 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator
Wilayah.

4.  Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor
SP DIPA-005.01.2.401990/2020 dan Nomor: SP DIPA-005.04.2.401991/2020, tanggal 12
November 2019.

5. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI. Nomor 65/PA/SK/
X11/2019, tanggal 02 Desember 2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang pada Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MUARA

LABUH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM PENGADILAN

AGAMA MUARA LABUH TAHUN ANGGARAN 2020.

Menunjuk serta mengangkat Sdr. Hafniati, NIP. 19670815 199203 2 003, Pangkat/Golongan Panata

( IM/c ) sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ( PPSPM ) pada Pengadilan

Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2020.

Tugas dan tanggung jawab PPSPM sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian SPP beseta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar.

2. Melakukan Pembukuan Tagihan kepada Negara.

3. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa
tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

4. Membuat, menandatangani dan menginjek PIN SPM.

Segala biaya yang timbul akibat keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana

mestinya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan

sebagaimana mestinya TN

®moal : 02 Januari 2020
" gguna Anggaran,



